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Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung penilaian,
yaitu:

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan
terima kasih.

Gubernur Provinsi/Sekda/
Kepala Bappeda

Menteri Negara Perumahan Rakyat (sebagai laporan)

Sekretariat Kementerian Negara Perumahan Rakyat

Direktur Jenderal Pengembangan Daerah, Departemen Dalam Negeri
Ketua APPSI

Arsiparis



Jakarta, September 2008
No.
Lampiran

P #

Gedung Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Lt.VI, Wing 2
Jalan Raden Patah I No.1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan
12110

# | : Usulan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dinominasikan
sebagai Penerima Penghargaan Penyelenggaraan
Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Sesuai dengan Surat Deputi Bidang Pengembangan Kawasan No:
UM.02.05-DK/161 tanggal 26 Agustus 2008 perihal tersebut di atas,
bersama ini dengan hormat kami sampaikan nama Pemerintah
Kabupaten/Kota yang diusulkan untuk dinominasikan sebagai penerima
Penghargaan Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan
Permukiman dari ProvinSi........ccccceeeveiieeennnnninnennns , Sebagai berikut:

Kabupaten/Kota .......ccccceiiiiiiinii e
Kabupaten/Kota .......cccceeiiiiiiinii e
Kabupaten/Kota .......ccccceeeiiiiiirii e
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Hal
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Mekanisme Penilaian........ccovveuiviieinierisiers e 3
Penjelasan Mekanisme Penilaian........c..cccevievuiiiien e nenniceenns 4
Dasar Penyusunan Kriteria Penilaian ........ccccccceevviniiicniieennnennns 5
TiM PN .. eeii e 6
Susunan Tim Penilai.......ccoevieeniieiiiier e 7
Mekanisme Pemeringkatan .........cceevveriiiirinnerin e 10

. Jadwal Pelaksanaan......c..ccccevieeuiieinniienis s cr e 11
0. Kuesioner Penilaian.........ccooieuiiiennieenninirin e s esssernnseennenes 12



Nominasi dari seluruh provinsi selanjutnya akan disaring oleh tim penilai
untuk ditetapkan pemenangnya. Penghargaan akan diberikan kepada
pemerintah kabupaten dan pemerintah  kota pada acara Puncak
Peringatan Hari Habitat pada tanggal 31 Oktober 2008 di Jakarta.
Penghargaan juga akan diberikan kepada pemerintah provinsi yang
kabupaten atau kotanya memenangkan penghargaan dimaksud.

Untuk informasi lebih lanjut, terlampir disampaikan Buku Panduan
Penilaian, yang dapat dilihat dalam website www.kemenpera.go.id, dan
www.pengembangankawasan.net atau menghubungi Tim Sekretariat di
(021) 72788108.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan
terima kasih.

Deputi Bidang Pengembangan Kawasan
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Menteri Negara Perumahan Rakyat (sebagai laporan)

Sekretariat Kementerian Negara Perumahan Rakyat

Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kemenegpera

Direktur Jenderal Pengembangan Daerah, Departemen Dalam Negeri
Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum

Ketua APPSI

Arsiparis



Jakarta, Agustus 2008
No.
Lampiran

"% # #

# | : Pemberian Penghargaan Penyelenggaraan
Pengembangan Perumahan dan Permukiman kepada
Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan perhatian Pemerintah
Kabupaten dan Pemerintah Kota dalam pengembangan perumahan dan
permukiman, dan dalam rangka peringatan Hari Habitat Sedunia 2008,
Kementerian Negara Perumahan Rakyat bersama dengan Departemen
Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, REI, APERSI, Perguruan
Tinggi, MP3I dan Perumnas, akan memberikan penghargaan kepada
Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota yang dianggap berhasil
menyelenggarakan pengembangan perumahan dan permukiman di
wilayahnya, khususnya hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon bantuan Pemerintah
Provinsi untuk menyeleksi dan mengusulkan pemerintah kabupaten
dan pemerintah kota di wilayahnya sebagai nominasi penerima
penghargaan kepada tim penilai dengan ketentuan :

a. Provinsi di luar Pulau Jawa mengusulkan 2 (dua) kabupaten/

Kota
b. Provinsi di Pulau Jawa mengusulkan 3 (tiga) kabupaten/Kota
¢c. DKI Jakarta dan DI Yogjakarta mengusulkan 2 (dua)

ka buiatenikota

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendorong dan meningkatkan perhatian Pemerintah
Daerah terhadap penyelenggaraan perumahan dan permukiman di
daerahnya dan dalam rangka peringatan kegiatan Agenda Habitat 2008,
Kementerian Negara Perumahan Rakyat bekerjasama dengan
Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, REI, APERSI,
Perumnas, MP3I, dan Perguruan Tinggi, melaksanakan kegiatan
Pemberian Penghargaan Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan
dan Permukiman kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota,
khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Untuk keperluan penilaian tersebut, telah disusun Buku Panduan
Penilaian yang dapat digunakan sebagai acuan bagi semua pihak. Untuk
informasi lebih lanjut, dapat dilihat pada website kami di http://
www.kemenpera.go.id dan http://www.pengembangankawasan.net
atau dapat menghubungi Tim Sekretariat melalui telp/fax : (021)
72788108 atau HP 081322719571 atau melalui e-malil
penghargaan_perumahan@yahoo.com.

Pada kesempatan ini tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada
seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu atas
dukungan yang telah diberikan, sehingga Buku Panduan Penilaian ini
dapat tersusun dan disajikan demi kelancaran kegiatan pemberian
penghargaan ini.

Besar harapan kami, semoga Buku Panduan Penilaian ini dapat
bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Agustus 2008
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Kepala Sub Bidang Kebijakan

Drs. Budi Winarno Kawasan, Kedeputian Bidang Ketua
Pengembangan Kawasan
Tati M Kacaribu,ST Staf Asisten Deputi Sistem Anggota
Pengembangan Kawasan
. Staf Asisten Deputi Sistem
Haryadi, SPd Pengembangan Kawasan Anggota
Dian Hartatik Staf Asisten Deputi Sistem Anggota
Pengembangan Kawasan
. . Staf Asisten Deputi Sistem
Faradina Lubis Anggota

Pengembangan Kawasan

Rumah adalah hak dasar bagi setiap orang. Hal ini secara tegas
disebutkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1), yang mengamanatkan bahwa setiap
orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik. UU No.4 Tahun 1992 tentang
Perumahan dan Permukiman pada Pasal 5 ayat (1) juga
mengamanatkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk
menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak
dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Secara
universal, dalam agenda Habitat pada Declaration on Human
Settlements di Istanbul, telah diamanatkan pula tentang pentingnya
penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan
masyarakat (shelfer for all) dengan mengedepankan strategi
pemberdayaan (enabling strategy).

Berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata
pemerintahan yang baik, penyelenggaraan perumahan dan permukiman
diharapkan dapat dilaksanakan secara penuh dan efektif di semua
tingkatan pemerintah. Hal ini sejalan dengan PP No. 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota, yang menyatakan bahwa perumahan merupakan urusan wajib
yang menjadi wewenang pemerintah daerah. Hal ini mengingat
penyelenggaraan perumahan merupakan pelayanan dasar kepada
masyarakat.

Namun, saat ini perhatian sebagian besar Pemerintah Daerah terhadap
penyelenggaraan perumahan dan permukiman di daerahnya masih
belum memadai. Kebijakan-kebijakan yang disusun belum sepenuhnya
menetapkan sektor perumahan sebagai prioritas penanganan. Selain
itu, kepentingan para stakeholder perumahan seperti para
pengembang, perbankan, LSM, dan masyarakat, belum sepenuhnya
diakomodasi dalam sistem pembangunan perumahan yang baik.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kinerja dan perhatian
Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan perumahan dan
permukiman di daerahnya, dan dalam rangka peringatan Hari Habitat
Sedunia 2008, Kementerian Perumahan Rakyat akan memberikan



Penghargaan atas Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan
Permukiman kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten.

Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat lebih mendorong dan
memotivasi Pemerintah Kota dan Kabupaten dalam menyelenggarakan
perumahan dan permukiman di daerahnya masing-masing.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendorong perhatian
dan kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perumahan dan
permukiman di daerahnya khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR).

Ir. Poltak Sibuea. M.Eng.Sc

Kepala Bidang Keterpaduan
Prasarana Antar Kawasan, Deputi
Bidang Pengembangan Kawasan

Anggota

Drs. Suparno, M.Si

Kepala Bidang Keserasian Kawasan
dan Hunian Berimbang, Deputi
Bidang Pengembangan Kawasan

Anggota

Ir. Siti Budihartati, MT

Kepala Bidang Perencanaan
Kawasan, Deputi Bidang
Pengembangan Kawasan

Anggota

Dr. Ir. Lana Winajanti, MCP

Kepala Bidang Pendayagunaan Hak
Atas Tanah untuk Perumahan
Swadaya

Anggota

Indar Parawansa

Bangda Depdagri

Anggota

Ir. Th. Sri Mulyatini Respati

Kepala Subdit Perencanaan Teknis
dan Pengaturan, Direktorat Bangkim,
Dirjen Cipta Karya, Departemen PU

Anggota

10.

Feriadinata, ST

Manajer Departemen Perencanaan
Teknis, Perum Perumnas

Anggota

11.

Belly Saputra Datuk Janosati

Wakil Koordinator Regional I DPP REIL

Anggota

12.

Ir. Azrar Hadi, Ph.D.

Dosen Departemen Arsitektur,
Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Anggota

13.

Drs. H. Atma Sanjaya, M.Si

Kepala Bidang Otonomi Daerah,
Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh
Indonesia (APPSI)

Anggota

14,

Bobby Arisanto, ST

Wakil Bendahara Umum Bidang
Pengembangan Kawasan, DPP
APERSI

Anggota

15.

Sugata A. Syamsi

Anggota MP3I

Anggota




PEMDA PROVINS|

TIM VERIFIKASI TIM JURI

ASOSIASI
PENGEMBANG
(REI, APERSI,
PERUMNAS)

TAHAPAN

YWAKTU

PENYUSUNAN BUKU PANDUAN

PENYUSUNAN BUKU
PANDUAN

11 HARI KERJA

SOSIALISASI DAN
PENGIRIMAN BUKU
PANDUAN

24 HARI KERJA

Ir. Hazaddin T.S, MM Asisten Deputi Sistem
1. Ketua
Pengembangan Kawasan
2. Ir. Wijono Pontjowinoto, MUD Staf Anli Deputi Bidang Sekretaris
Pengembangan Kawasan
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Anggota
3. Dr. Sjofjan Bakar, M.Sc Pembangunan Daerah, Departemen
Dalam Negeri
Direktur Pengembangan Anggota
4, Ir. Guratno Hartono, M.Bc Permukiman, Ditjen Cipta Karya,
Departemen Pekerjaan Umum
(PIt) Kepala Biro Perencanaan dan
5. Dr. Ir. Kuswardono, MCP Anggaran, Sekretariat Kementerian Anggota
Negara Perumahan Rakyat
Kepala Biro Hukum, Kepegawaian Anggota
6. Agus Sumargiarto, SH dan Humas, Sekretariat Kementerian
Negara Perumahan Rakyat
7. Ir. H. Ernanto Dwi Warsito, Ahli Utama Pembangunan dan P2L, Anggota
CES Perum Perumnas
8. [ Ir. Henny Leksmana Koordinator Regional I DPP REI Anggota
Pj. Wakil Ketua Umum Bidang Anggota
9. M. Hidayat, MBA Kemitraan dan Otonomi Daerah, DPP
APERSI
10, | Ir- Triatno Yudo Harjoko, Dosen  Departemen  Arsitektur, Anggota
’ M.Sc., Ph.D. Fakultas Teknik Universitas Indonesia
, . Kepala Sekretariat Asosiasi
11. II\D/Ir; H. Ma'mun Ibnu Ridwan, Pemerintah Provinsi Seluruh Anggota
’ Indonesia (APPSI)
Kepala Bidang Kebijakan Stratejik,
1. Ir. Hardi Simamora, MPL Deputi Bidang Pengembangan Ketua
Kawasan
Kepala Bidang Penataan Kawasan,
2. Ir. Lita Matongan Deputi Bidang Pengembangan Sekretaris
Kawasan
Kepala Bidang Penataan Kawasan,
3. | Ir. Toni Rusmarsidik E, MUM Deputi Bidang Pengembangan Anggota

Kawasan

i SELEKSI DAN
NOMINASI
KABUPATEN/KOTA
\\—//— PROSES NOMINASI
OLEH PEMERINTAH | 17 HARI KERJA
A/ PROVINSI
HASIL NOMINASI
v
PROSES
VERIFIKAS] I;Eslgéﬁlélll
NOMINASI
‘ VERIFIKASI
ADMINISTRASI DAN | 13 HARI KERJA
LAPANGAN
VERIFIKASI
LAPANGAN
FENILAIAN
TIM JURI
PROSES
12 HARI KERJA
PENINJAUAN PEMERINGKATAN
LAPANGAN
3 NOMINAS]
| KABUPATEN/KOTA
bd

PEMBERITAHUAN

PRESENTAS!
DAERAH

PRESENTASI
> PEMERINTAH

KABMKOTA

PENETAPAN
PEMENANG

PENENTUAN
PEMENANG

13 HARI KERJA
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No Nama Jabatan/ Instansi Keduduk_an
Dalam Tim
PELINDUNG
Mohammad Yusuf Asyari I\R/IIenterl Negara Perumahan Rakyat
Dr.Ir. Iskandar Saleh, MCP., | Sekretaris Kementerian Negara
MA Perumahan Rakyat
PENGARAH
1. Drs. Junus Sulchan. M.Si Deputi Bidang Pengembangan Ketua
Kawasan
2 Drs. H. Syamsul Arief Rivai, | Direktur Jenderal Bina Pembangunan Anggota
’ MS Daerah, Departemen Dalam Negeri
3 Ir. Budi Yuwono, Dipl.S.E. Direktur Jenderal_ Cipta Karya Anggota
Departemen Pekerjaan Umum
4. Ir. Zulfi Syarif Koto, M.Si Deputi Bidang Perumahan Formal Anggota
Ir. Kriya Arsyah, Dipl. S.E, Deputi Bidang Perumahan Swadaya Anggota
M. Eng
6. Ir. Tito Murbiantoro, MM Deputi Bidang Pembiayaan Anggota




(lanjutan)

No Sub Kriteria Klasifikasi Nilai | Bobot Dokumen
Pendukung

5 |Apakah ada peraturan . Ada, indikator 51-100 15 Fotokopi aturan,
dan program pencapaian jelas perda, SK Bupati/
pemerintah kab/kota - ) Walikota, data
penggunaan keasrifan ’ Agr?éamadi;k:tlzran ielas 1-50 pendukung
lokal dan bahan P P 9J
bangunan lokal dalam . Tidak ada sama sekali 0
pembangunan
perumahan dan
permukiman ?

6 [Apakah ada program . Ada, indikator 51-100 15 Fotokopi aturan,
kab/kota untuk pencapaian jelas perda, SK Bupati/
mengembangkan o Walikota, data
kerjasama . Ada, indikator 1-50 pendukung
pembangunan pencapaian kurang jelas
peruma_han dan_ . Tidak ada sama sekali 0
permukiman (mitra
kerja) dengan
masyarakat dan
pengembang

Total 100
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Apakah ada peraturan . Ada, indikator 51-100 20 Fotokopi aturan,
Pemda Kabupaten/Kota pencapaian jelas perda, SK Bupati/
dalam pembangunan (terukur dan indikasi Walikota, data
perumahan dan waktu) pendukung
permukiman yang . Ada, indikator 1-50

men_gatur tentang upaya pencapaian kurang jelas

perlindungan/ .

pemeliharaan lingkungan| ¢ Tidak ada sama sekali 0

baik lingkungan alami

Apakah Pemda . Ada, indikator 51-100 20 Fotokopi aturan,
Kabupaten/Kota pencapaian jelas perda, SK Bupati/
mempunyai program . Ada, indikator 1-50 Walikota, data
kegiatan yang pencapaian kurang jelas pendukung
berorientasi pad_a uPaya | - Tidak ada sama sekali 0

membangun solidaritas

sosial dan keswadayaan

MBR melalui

meningkatkan sosial dan

potensi segenap unsur

Apakah Pemda Kab./ . Ada, indikator 51-100 15 Fotokopi aturan,
Kota mempunyai pencapaian jelas perda, SK Bupati/
program peningkatan . Ada, indikator 1-50 Walikota, data
kapa5|tas_dan pencapaian kurang jelas pendukung
keterampilan

masyarakat miskin/MBR | ¢. Tidak ada sama sekali 0

untuk mengembangkan

peluang usaha dalam

peningkatan

pendapatan, dengan

tetap memperhatikan

dampak lingkungan fisik

dan sosial ?

Apakah ada peraturan . Ada, indikator 51-100 15 Fotokopi aturan,
dan program dari pencapaian jelas perda, SK Bupati/
pemerintah kab/kota . Ada, indikator 1-50 Walikota, data
teTt?(ng ketelptuin pencapaian kurang jelas pendukung
pelaksanaan fingkungan . Tidak ada sama sekali 0

hunian berimbang ?




Mayoritas pemanfaatan | a. Untuk subsidi 81-100|15 Fotokopi DIPA TA
anggaran sektor pembangunan 2004-2008, SK
perumahan yang perumahan MBR Bupati/Walikota,
bersumber dari APBD data pendukung
selama kurun waktu b. Untuk pembangunan 61 - 80
2004 - 2008 PSU perumahan MBR
¢. Untuk meningkatkan 21-60
kualitas permukiman
kumuh
d. Untuk peningkatan 1-20
kapasitas stakeholder
dan perumusan
kebijakan
Apakah ada program a. Ada, indikator 81 - 100 20 Fotokopi DIPA TA
pemerintah daerah pencapaian jelas 2004-2008, SK
untuk mengembangkan (terukur dan indikasi Bupati/Walikota,
potensi pembiayaan waktu) data pendukung
pembaigunan . | b. Ada, indikator 1-80
perumanan bersumber pencapaian kurang
dari pengembangan dan :
jelas
masyarakat
c. Tidak ada 0
Rata-rata besar subsidi | a. > 10 jt/kk 81 - 100 15 Fotokopi DIPA TA
yang diberikan Pemda b. 5-10 jt /kk 61- 80 2004-2008, SK
untuk perumahan MBR Bupati/Walikota,
setiap tahun yang c. <5 jt/kk 1-60 data pendukung
bersumber dari APBD d. Tidak Ada 0
dalam kurun waktu
2004-2008
Rata-rata besar a. > 4jt/unit 81 - 100 15 Fotokopi DIPA TA
anggaran PSU untuk b. 2-4 jt/unit 61- 80 2004-2008, SK
perumahan MBR setiap o Bupati/Walikota,
tahun yang bersumber | & < 23t/unit 1-60 data pendukung
dari APBD dalam kurun | d. Tidak ada 0

waktu 2004-2008

QO.V

‘

4&

Tata Kelola
Penyelenggaraan
Perumahan yang Baik

Sosial



%

! #H
Pengawasan dan a. Dilaksanakan secara |61 - 100 15  |Fotokopi SOP,
Penertiban di lapangan Dokumen Renja
b. Dilaksanakan secara | 1-60
c. Tidak ada 0
pengawasan &
Penyajian data dan a. Disajikan dengan 81 - 100 10  |Fotokopi Tayangan
informasi perumahan \Website
b. Disajikan dengan 51-80
sistem internet untuk
c. Disajikan dengan 1-50
Publikasi berupa
d. Tidak ada penyajian 0
data dan informasi
$%%

. [Alokasi anggaran sektor | a. Setiap tahun 81-100 15 Fotokopi DIPA TA
perumahan yang b. 3-4tahun 61 - 80 2004-2008, SK
bersumber dari APBD Bupati/Walikota,
dalam kurun waktu ¢. 1-2tahun 21-60 data pendukung
2004-2008 d. Tidak ada 1-20

. |Rasio anggaran sektor a. > 1% dari APBD 81 -100 20 Fotokopi DIPA TA
perumahan terhadap b. 0.5 - 1% dari APBD 61 - 80 2004-2008, SK
total APBD rata-rata o . Bupati/Walikota,
setiap tahun selama ¢. <0.5 % dari APBD 1-60 data pendukung
2004-2008 d. Tidak Ada 0

1 |Rencana Strategis Sudah ditetapkan 51-100| 15 |Buku Renstrada
Kabupaten/Kota melalui Perda/
Peraturan Kepala
Daerah
Ada, tetapi belum 1-50
ditetapkan melalui
Perda/Peraturan
Kepala Daerah
Belum ada 0
2 |Visi, misi dan strategi Ada, indikator 51-100| 15 |Buku Renstrada,
dalam pengembangan pencapaian jelas fotokopi program,
perumahan (terukur dan indikasi SK Bupati/
waktu) Walikota, dll
Ada, indikator 1-50
pencapaian kurang
jelas
Tidak ada sama sekali 0
3 [Program untuk Ada, indikator 51-100 15 |Buku Renstrada,
mengatasi backlog pencapaian jelas fotokopi program,
|perumahan (terukur dan indikasi SK Bupati/
waktu) Walikota, dll
Ada, indikator 1-50
pencapaian kurang
jelas
Tidak ada 0
4 |Program peningkatan Ada, indikator 51-100 15 |Buku Renstrada,
kualitas perumahan pencapaian jelas fotokopi program,
Ada, indikator 1-50 SK Bupati/
pencapaian kurang Walikota, dll
jelas
Tidak ada 0
5 [Program pembangunan Ada, indikator 51-100 10 |Buku Renstrada,
rumah baru pencapaian jelas fotokopi program,
Ada, indikator 1-50 SK Bupati/
pencapaian kurang Walikota, dll
jelas
Tidak ada 0




#

1 [Unit Kerja Pemda yang
menangani urusan
perumahan

. Setingkat Dinas/
. Setingkat Sub Dinas/
. Setingkat Seksi/

. Tidak ada

30

Fotokopi Perda atau
SK Bupati

2 |Kelembagaan koordinasi
untuk penyelenggaraan
pembangunan
perumahan yang
melibatkan multi sektor

. Ada lembaga khusus

berupa Badan

. Tidak ada lembaga

khusus, koordinasi
dilaksanakan Tim

. Tidak ada lembaga

khusus, koordinasi
dilaksanakan oleh
Badan/Dinas yang
ditetapkan oleh

. Tidak ada lembaga

khusus dan tidak ada

25

Fotokopi Perda atau
SK Bupati,
Dokumen Renja

3 |Keberadaan Kelompok
Kerja (Pokja) Perumahan
di Daerah

. Ada POKJA Khusus

untuk perumahan
swadaya dan berjalan

. Ada POKJA

Perumahan yang
merupakan bagian
dari POKJA
Penanggulangan

. Ada POKJA Khusus

untuk perumahan
Swadaya , tapi tidak
berjalan aktif karena
bergantung hanya
pada BLM perumahan

. Tidak ada POKJA

81-100

41-80

20

Fotokopi SK Bupati

Program penyediaan 51-100( 10 |Buku Renstrada,
lahan untuk perumahan Ada, indikator fotokopi program,

pencapaian jelas SK Bupati/

1-50 Walikota, dIl

Ada, indikator

pencapaian kurang

jelas

Tidak ada 0
Program insentif dan Ada, indikator 51-100 10 |Buku Renstrada,
disinsentif pencapaian jelas fotokopi program,
pengembangan dan Ada, indikator 1-50 SK Bupati/
pembangunan pencapaian kurang Walikota, dll
perumahan dan jelas
permukiman Tidak ada 0
Apakah Pemerintah Ada, indikator 51-100 10 |Buku Renstrada,
Daerah memiliki program pencapaian jelas fotokopi program,
pengembangan Ada, indikator 1-50 SK Bupati/
perumahan dan pencapaian kurang Walikota, dll
permukiman yang jelas
berhubungan dengan isu Tidak ada 0

global warming?

$%%




Waktu proses perijinan | 3. |Cepat 51-100( 15 ll;otzko;g ;turan,
embangunan erda,
Eerumat?an dan b.  |sedang 26-50 Bupati/Walikota,
c. |Lambat 1-25 data pendukung
Biaya proses perijinan a. |Murah 51-100 10  [Fotokopi aturan,
embangunan Perda, SK
Eerumat?an dan b. sedang 120 BupatiWalikota,
c. [Mahal 0 data pendukung
Apakah ada program a. |Ada, indikator 51-100 20  |Fotokopi aturan,
pemerintah daerah untuk pencapaian jelas Perda, SK
pemberian insentif pajak (terukur dan indikasi Bupati/Walikota,
bagi kemudahan waktu) data pendukung
pengembangan b. [Ada, indikator 1-50
perumahan MBR pencapaian kurang jelas
c. [Tidak ada 0
Proses serah terima PSU | a. |cepat dan sederhana |51 - 100| 15  [Fotokopi aturan,
dan fasos perumahan b. |sedan 1-50 Perda_, SK_
dari pengembang ke g Bupati/Walikota,
C. [Lambat 0 data pendukung
Apakah ada program a. |Ada, indikator 51-100 15  [Fotokopi aturan,
bantuan stimulan fisik pencapaian jelas Perda, SK
dari pemerintah daerah b. |Ada, indikator 1-50 Bupati/Walikota,
untuk pembangunan pencapaian kurang jelas data pendukung
perumahan MBR c. [Tidak ada 0
Kinerja Pemerintah a. |Baik 76 - 100 25 |Fotokopi aturan,
Daerah dalam hal b. |Sedang 51 - 75 Perda_, SK_
kemitraan pembangunan 26 - 50 Bupati/Walikota,
perumahan ¢. |Cukup data pendukung
d. [Buruk 1-25

$%%

Presentase realisasi o 76-100| 25 |Laporan
target pembangunan > 75% pelaksanaan,
perumahan dari sejak >50 % - 75% d 51-75 LAKIP, Fotokopi
perencanaan tahun 2005 26 - 50 DIPA TA 2005-
sd tahun 2008 25 % -50% 2008, SK Bupati/
1-25 \Walikota, data
<25%
Realiasi pembiayaan PSU o 76-100| 20 |Laporan
Perumahan dan > 75% pelaksanaan,
permukiman sejak >50 % - 75% 51-75 LAKIP, Fotokopi
perencanaan tahun 2005 26 - 50 DIPA TA 2005-
s/d tahun 2008 25 % -50% 2008, SK Bupati/
< 25 % 1-25 \Walikota, data
Realisasi pembiayaan > 759 76-100| 15 |Laporan
. (1)
Program peningkatan 5175 pelaksanaan,
kualitas perumahan dan >50 % - 75% LAKIP, Fotokopi
permukiman sejak 26 - 50 DIPA TA 2005-
perencanaan tahun 2005 25 % -50% 2008, SK Bupati/
s/d tahun 2008 <25 % 1-25 \Walikota, data
Realisasi fisik program o 76-100| 20 |Laporan
penanganan backlog > 73% pelaksanaan,
perumahan sejak >50 % - 75% 51-75 LAKIP, Fotokopi
perencanaan tahun 2005 26 - 50 DIPA TA 2005-
s/d tahun 2008 25 % -50% 2008, SK Bupati/
< 25 % 1-25 \Walikota, data
Realisasi luas kawasan o 76-100| 20 |Laporan
perumahan dan > 75% pelaksanaan,
permukiman yang >50 % - 75% 51-75 LAKIP, Fotokopi
tertangani sejak 26 - 50 DIPA TA 2005-
perencanaan tahun 2005 25 % -50% 2008, SK Bupati/
s/d tahun 2008 <25% 1-25 Walikota, data

$%%




